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ABSTRAK

Brilliant, Inda. 2025. Interaksi Norma dan Praktik dalam Penetapan Wali ’Adhal:
Komparasi Hukum Islam di Indonesia dan Maroko. Tesis, Pembimbing:
Dr. Dzulfikar Rodafi, Lc., MA. dan Dr. Shofiatul Jannah, M.HI.

Kata Kunci: Komunikasi Hukum Islam, Wali Adhal, Magqasid al-syari’ah, Hak-
Hak Perempuan, Perbandingan Hukum Keluarga

Persoalan wali adhal dalam hukum keluarga Islam menimbulkan implikasi
serius terhadap pemenuhan hak perempuan untuk melangsungkan perkawinan. Di
Indonesia wali nikah diposisikan sebagai rukun sah perkawinan sehingga penolakan
wali tanpa alasan yang sah dapat menghambat terlaksananya pernikahan dan harus
diselesaikan melalui mekanisme hukum berupa penetapan wali hakim. Sebaliknya,
Maroko melalui reformasi Mudawwanah al-Usrah Tahun 2004 mengatur peran
wali secara lebih fleksibel dengan memberikan kewenangan kepada perempuan
dewasa untuk menentukan perkawinannya dalam kerangka pengawasan hukum
negara. Perbedaan pengaturan tersebut menunjukkan adanya konstruksi hukum
yang berbeda dalam memaknai peran wali dan perlindungan terhadap perempuan.

Penelitian ini bertujuan untuk: pertama, menganalisis pengaturan wali adhal
dalam hukum keluarga Islam di Indonesia. Kedua, mengkaji pengaturan wali dalam
sistem hukum keluarga Islam di Maroko. Ketiga, membandingkan pengaturan wali
adhal di kedua negara ditinjau dari perspektif magasid syariah. Penelitian ini
menggunakan konsep magasid syariah dalam perspektif Jamaluddin Athiyah
sebagai kerangka analisis utama, dengan dukungan pemikiran Imam al-Syathibi
dan pendekatan sistem Jasser Auda. Metode penelitian yang digunakan adalah
penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum dan
pendekatan konseptual.

Hasil penelitian menunjukkan tiga temuan utama. Pertama, pengaturan wali
adhal di Indonesia menempatkan wali sebagai unsur mutlak dalam perkawinan
dengan solusi hukum berupa penetapan wali hakim. Kedua, sistem hukum Maroko
mengonstruksikan wali sebagai unsur pendamping bagi perempuan dewasa dengan
penguatan peran negara dalam pengawasan hukum. Ketiga, dalam perspektif
magqasid syariah Jamaluddin Athiyah, perbedaan tersebut mencerminkan variasi
kebijakan hukum keluarga dalam mewujudkan perlindungan keluarga dan martabat
perempuan, dengan pendekatan Maroko yang lebih adaptif dibandingkan
Indonesia.

Inda Brilliant
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ABSTRACT

Brilliant, Inda. 2025. The Interaction between Norms and Practices in the
Determination of Wali ‘Adhal: A Comparative Study of Islamic Family
Law in Indonesia and Morocco. Thesis. Supervisors: Dr. Dzulfikar Rodafi,
Lc., MA, and Dr. Shofiatul Jannah, M.HI.

Keywords: Islamic Legal Communication, Wali ‘Adhal, Magqgasid al-Shari‘ah,
Women’s Rights, Comparative Family Law

The issue of wali ‘adhal in Islamic family law generates serious implications
for the fulfillment of women’s rights to enter into marriage. In Indonesia, the
marriage guardian (wali nikah) is positioned as an essential pillar of a valid
marriage. Consequently, a guardian’s refusal without legitimate legal grounds may
obstruct the marriage process and must be resolved through a judicial mechanism
by appointing a wali hakim. In contrast, Morocco, through the reform of the
Mudawwanah al-Usrah in 2004, regulates the role of the guardian in a more
flexible manner by granting adult women the authority to determine their marriage
within a framework of state legal supervision. These differing regulations reflect
distinct legal constructions in interpreting the role of the guardian and the
protection of women'’s rights.

This study aims to: first, analyze the regulation of wali ‘adhal in Indonesian
Islamic family law; second, examine the regulation of guardianship within the
Islamic family law system of Morocco; and third, compare the regulation of wali
‘adhal in both countries from the perspective of maqasid al-shari ‘ah. This research
employs the maqasid al-shari ‘ah framework as articulated by Jamaluddin Athiyah
as its primary analytical lens, supported by the thought of Imam al-Shatibi and
Jasser Auda’s systems approach. The research adopts a normative juridical method
using comparative law and conceptual approaches.

The findings reveal three principal conclusions. First, the regulation of wali
‘adhal in Indonesia positions the guardian as a mandatory element of marriage,
with the appointment of a wali hakim serving as the primary legal remedy. Second,
the Moroccan legal system constructs the guardian as a supportive element for
adult women, accompanied by a strengthened role of the state in legal oversight.
Third, from the perspective of Jamaluddin Athiyah’s maqasid al-shari‘ah, these
differences represent variations in family law policies aimed at protecting the family
institution and women’s dignity, with Morocco adopting a more adaptive approach
than Indonesia.

Inda Brilliant
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BABI

PENDAHULUAN

1.1 Konteks Penelitian

Perbincangan mengenai kedudukan wali nikah dalam hukum Islam telah
berlangsung sejak era para imam mazhab dan tetap relevan hingga masa kini.
Dalam akad nikah wali berperan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas
kepentingan mempelai perempuan khususnya dalam pelaksanaan ijab kabul.
Praktik ini telah menjadi bagian yang utuh dari sistem hukum pernikahan dalam
Islam dan merepresentasikan struktur sosial patriarkal yang historis (Maisarah,
2016). Umumnya posisi wali dipegang oleh ayah kandung atau kerabat laki-laki

dari garis ayah seperti kakek, paman, atau saudara laki-laki kandung.

Secara figh terdapat dua pandangan utama mengenai status wali sebagai syarat
sah pernikahan. Mayoritas ulama dari mazhab Maliki, Syafi’i, dan Hanbali
berpendapat bahwa keberadaan wali merupakan rukun dalam akad nikah sehingga
pernikahan seorang perempuan tanpa wali dianggap tidak sah (Idris, 2022).
Sebaliknya mazhab Hanafi memberikan kebebasan lebih besar kepada perempuan
dengan mengakui bahwa perempuan yang dewasa dan berakal berhak menikahkan
dirinya sendiri selama calon suaminya dianggap sekufu. Jika pilihan pasangan
tersebut tidak sesuai dengan prinsip kafa’ah maka wali memiliki hak untuk
mengajukan pembatalan pernikahan kepada hakim (gadhi) (Gustiawati et al.,

2018).

Di Indonesia regulasi tentang wali nikah merujuk pada dua hukum utama yaitu

(Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) dan Kompilasi
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Hukum Islam (KHI) Pasal 19-23 berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun
1991. UU Perkawinan tidak secara terbuka mencantumkan kewajiban wali sebagai
syarat sah perkawinan namun KHI secara tegas menyatakan bahwa wali nikah
adalah salah satu rukun perkawinan yang wajib dipenuhi oleh calon mempelai
perempuan (Syaifulloh et al., 2020). Hal ini sejalan dengan tujuan yuridis Indonesia
yang cenderung mengikuti mazhab Syafi’i menjadikan keberadaan wali sebagai

keharusan dalam validitas pernikahan.

Berbeda dengan Indonesia, sistem hukum di Maroko telah mengalami
transformasi besar dalam ranah hukum keluarga. Meskipun secara tradisional
menganut mazhab Maliki namun Maroko telah melakukan pembaruan melalui
Mudawwanah al-usrah tahun 2004 dengan memperkenalkan prinsip-prinsip
kesetaraan gender dan hak individu (Juliandi et al., 2018). Dalam Undang-Undang
baru ini perempuan dewasa dan cakap hukum diberi hak untuk menikahkan dirinya
sendiri tanpa keterlibatan wali sebagaimana tertuang dalam Pasal 12 dan 19.
Reformasi ini mencerminkan langkah progresif dalam mengakomodasi tuntutan

zaman dan nilai-nilai HAM dalam kerangka syariat (Trigiyatno et al., 2022).

Fenomena pembaruan hukum keluarga di Maroko menjadi refleksi dari
gelombang reformasi yang terjadi di dunia Muslim modern sejak abad ke-20
dengan tujuan meningkatkan posisi perempuan, memperkuat perlindungan anak,
dan menyesuaikan hukum Islam dengan prinsip-prinsip universal. Di Indonesia
sendiri fenomena wali adhal juga menunjukkan tren yang meningkat. Berdasarkan
data dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tercatat

sebanyak 6.183 perkara permohonan wali adhal diajukan ke pengadilan agama
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sepanjang periode 2021-2024 (Indonesia, 2025). Angka ini menunjukkan bahwa
masalah wali adhal telah menjadi fenomena struktural dalam sistem peradilan Islam

di Indonesia dan bukan sekadar insiden kasus individual.

Salah satu strategi utama dalam proses pembaruan hukum Islam dewasa ini
adalah melalui reinterpretasi teks-teks klasik dalam kerangka kontekstual.
Pendekatan ini fokus pada pentingnya membaca kembali nash-nash hukum Islam
dengan mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, dan tantangan zaman (Mukri,
2021). Dalam hal ini kerangka maqasid al-syari’ah menjadi metode yang sangat
relevan dan aplikatif. Magasid sebagai tujuan-tujuan utama dari syariah seperti
keadilan, kemaslahatan, perlindungan jiwa dan akal, dapat menjadi alat untuk
mengevaluasi dan merumuskan kebijakan hukum keluarga yang lebih responsif
terhadap kebutuhan masyarakat kontemporer. Dalam perspektif ini ijtihad sebagai
salah satu sumber hukum Islam di samping Al-Qur’an dan Sunnah membuka ruang

inovasi hukum yang tetap berakar pada nilai-nilai normatif Islam (Shidiq, 2009).

Konsep magqasid al-syari’ah atau tujuan-tujuan syariat merupakan fondasi
penting dalam sistem hukum Islam yang menempatkan kemaslahatan umat manusia
sebagai tujuan utamanya. Dalam perspektif klasik Imam al-Syatibi menyampaikan
bahwa setiap ketentuan hukum Islam diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan
(jalb al-masalih) dan mencegah kerusakan (dar’ al-mafasid) baik dalam aspek
agama maupun kehidupan sosial (Fahmi & Firdaus, 2023). Al-Syatibi
mengklasifikasikan kemaslahatan ke dalam tiga tingkatan yaitu daruriyyat,
hajiyyat, dan tahsiniyyat, di mana maqasid daruriyyat menjadi yang paling

fundamental karena mencakup perlindungan terhadap lima hal pokok meliputi
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agama (al-din), jiwa (al-nafs), akal (al- ‘aql), keturunan (al-nasl), dan harta (al-mal)
(Abdurrahman, 2020). Pendekatan terhadap magasid dilakukan dengan cara
menjaga hal-hal penting yang diperintahkan untuk dilindungi maupun dengan

mencegah segala bentuk tindakan yang bisa merusaknya.

Sementara itu dalam kerangka kontemporer Jasser Auda menawarkan
pendekatan sistemik dan dinamis terhadap magasid al-syari’ah. Auda memandang
magqasid bukan sebagai daftar tujuan statis melainkan sebagai prinsip yang saling
terhubung dan terbuka terhadap realitas zaman (Prihantoro, 2017). Dengan
mengutamakan nilai-nilai keadilan, kesetaraan gender, dan perlindungan hak asasi
manusia, Auda menempatkan magqasid sebagai instrumen ijtihad progresif yang
mampu merespons isu-isu hukum modern termasuk persoalan wali adhal yaitu
kondisi di mana wali menghalangi pernikahan perempuan secara tidak adil
(Gumati, 2018). Oleh karena itu pemahaman maqasid dari kedua tokoh ini menjadi
sangat relevan untuk menganalisis pendekatan hukum yang berbeda dalam

mengatur praktik wali nikah di berbagai negara seperti Indonesia dan Maroko.

Adapun konstelasi perkembangan magqgasid al-syari’ah kontemporer
menunjukkan bahwa ulama modern tidak lagi memposisikannya sekadar sebagai
instrumen istinbat hukum, tetapi sebagai kerangka besar pembentukan kebijakan
sosial yang adaptif dan responsif terhadap perubahan zaman (Muhaki & Aziz,
2024). Salah satu tokoh yang menegaskan orientasi tersebut adalah Jamaluddin
Athiyah yang memformulasikan magqasid dalam struktur yang lebih sistematis dan
multidimensi. Melalui karyanya Nahwa Taf‘il Magasid al-Syari‘ah, Athiyah

membagi maqgasid ke dalam beberapa yaitu maqasid dalam ruang individu, ruang
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keluarga, ruang sosial-publik, hingga ruang kemanusiaan universal.
Pengelompokan menunjukkan bahwa magasid bukan konsep statis, tetapi
berkembang sesuai dinamika sosial dan kebutuhan kemanusiaan kontemporer.
Pendekatan bertingkat ini memberikan fondasi penting bagi analisis isu-isu
keluarga modern, termasuk perkawinan, perceraian, sengketa hak, dan fenomena

relasi kuasa dalam rumah tangga (Dalimunthe, 2024).

Dalam konteks keluarga, maqasid al-usrah menurut Athiyah merupakan
perluasan dari maqasid klasik yang mencakup pemeliharaan agama, jiwa, akal,
keturunan, dan harta. Namun, cakupannya lebih spesifik dan merujuk perlindungan
terhadap hubungan antaranggota keluarga, keutuhan struktur emosional dan sosial
keluarga, serta pemenuhan hak-hak dasar yang menopang terciptanya keluarga
sakinah. Hal ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam perkara keluarga
sesungguhnya harus memerhatikan aspek magqasid al-usrah, seperti menjaga
keselamatan jiwa, relasi yang adil, stabilitas finansial, dan perlindungan martabat.
Dengan demikian, magqasid al-usrah bukan sekadar teori, melainkan paradigma
yang menuntun praktik peradilan dan kebijakan keluarga agar lebih berorientasi

pada kemaslahatan komprehensif (M. F. Rohman, 2024).

Selain itu Athiyah menempatkan magqgasid dalam ruang publik sebagai
perluasan logis dari magqasid keluarga. Argumennya sederhana: keluarga
merupakan unit sosial terkecil, sehingga kerusakan keluarga akan berimplikasi
langsung pada kerusakan masyarakat. Dalam perspektif ini, negara memiliki
tanggung jawab syar‘i untuk menjaga stabilitas sosial melalui regulasi yang

menciptakan kemaslahatan kolektif. Adapun kerangka magasid Athiyah justru
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relevan ketika menilai kebijakan publik seperti regulasi ketahanan keluarga, karena
setiap kebijakan seharusnya diarahkan untuk mencapai keadilan, kesejahteraan, dan
keamanan sosial. Hal ini menegaskan bahwa ruang lingkup magqasid publik
mencakup perlindungan terhadap nilai-nilai sosial yang menjaga fungsi keluarga

dan masyarakat dari berbagai bentuk disintegrasi (Fanindy, 2020).

Dalam isu-isu kontemporer seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT),
penerapan maqasid publik dan keluarga menjadi semakin krusial. KDRT bukan
hanya pelanggaran terhadap hak individu, tetapi juga pelanggaran terhadap
magqasid keluarga dan maqgasid sosial karena merusak stabilitas masyarakat secara
luas. Karena itu, pendekatan kebijakan dan hukum, termasuk penerapan restorative
Jjustice, harus memastikan perlindungan terhadap jiwa, kehormatan, relasi sosial,
dan keberlanjutan keturunan (Mua’malah et al., 2025). Dengan merujuk kerangka
Athiyah, dapat dipahami bahwa penyelesaian hukum keluarga tidak dapat

dilepaskan dari dimensi etika sosial dan tujuan-tujuan syariat yang lebih luas.

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap sejumlah publikasi ilmiah yang
membahas topik hukum wali nikah dan reformasi hukum keluarga Islam ditemukan
bahwa sebagian besar kajian masih berfokus pada pendekatan yuridis normatif dan
belum mengintegrasikan secara mendalam kerangka magasid al-syari’ah sebagai
alat evaluasi dalam praktik hukum. Beberapa penelitian yang menelaah dinamika
legislasi hukum keluarga di Maroko dan Qatar lebih fokus pada proses legislasi
serta pengaruh aktor sosial-politik dan gerakan feminisme dengan pendekatan top-

down di Qatar dan bottom-up di Maroko namun belum menjelaskan keterkaitannya
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secara sistematis dengan tujuan-tujuan syariat Islam dalam kerangka magasid

(Afifilah, 2024).

Artikel-artikel lain yang membahas pembaruan hukum keluarga di negara-
negara Muslim juga masih terbatas pada analisis hukum positif dan jarang
mengeksplorasi dimensi filosofis, moral, atau nilai magqasid seperti hifz al-nafs, hifz
al-aql, dan hifz al-nasl secara aplikatif (Fauziah, 2018). Sementara itu sebagian
publikasi ilmiah telah menggunakan konsep-konsep ushul figh seperti maslahah
mursalah dan %l/lat hukum namun penerapannya masih bersifat umum dan belum
secara spesifik dikaitkan dengan praktik hukum wali adhal terutama dalam konteks
perbandingan antarnegara (Fadilah, 2024). Selain itu kajian yang menggunakan
pendekatan sosio-historis umumnya hanya meneliti pengaruh kolonialisme, budaya
lokal, atau perubahan sosial terhadap posisi wali nikah namun belum
menggabungkan analisis normatif dengan pendekatan magqasid secara integrative
(Awaliya, 2020). Adapun kajian tentang peran lembaga peradilan agama dalam
menetapkan wali hakim atau wali adhal di Indonesia pun masih terbatas dari sisi
kebijakan dan belum dianalisis dalam kerangka kemaslahatan syariah secara

terbuka (Jannah, 2016).

Penelitian ini menjadi penting karena fenomena wali adhal merupakan problem
nyata dalam masyarakat dan peradilan agama namun belum mendapatkan perhatian
akademik yang cukup dari perspektif magasid al-syari’ah. Dengan maraknya
permohonan wali adhal dibutuhkan telaah kritis terhadap bagaimana hukum Islam
diimplementasikan secara fleksibel melalui peran hakim dalam menjaga

kemaslahatan. Di sisi lain Maroko telah memberikan contoh reformasi hukum yang
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berbasis maqasid dan menjadi titik perbandingan yang relevan bagi sistem hukum

keluarga di Indonesia.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hingga saat ini belum ditemukan
penelitian yang secara komprehensif membandingkan penetapan wali adhal di
Indonesia dan Maroko dengan menggunakan pendekatan magasid al-syari’ah
sebagai kerangka utama. Kesenjangan inilah yang menjadi urgensi dari penelitian
ini. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis praktik
penetapan wali adhal di Indonesia dan Maroko dalam bingkai magqasid al-syari’ah
dengan fokus khusus pada aspek perlindungan kehormatan (hifdz al-‘ird) dan
perlindungan keturunan (hifdz al-nasl) dua maqasid daruriyyat yang sangat relevan
dalam konteks hukum perwalian nikah. Kedua prinsip ini menjadi fondasi penting
dalam menilai apakah suatu peraturan atau putusan peradilan telah mencerminkan
nilai-nilai keadilan, perlindungan terhadap hak-hak perempuan, serta jaminan

terhadap nasab yang sah dalam institusi pernikahan.

Selain itu studi ini juga akan meneliti bagaimana peran negara melalui
lembaga peradilan di Indonesia dan legislasi di Maroko menjadi instrumen penting
dalam menjamin tercapainya magasid tersebut baik melalui pendekatan yuridis
maupun ijtihad sosial. Maka dari itu peneliti mengambil judul “Interaksi Norma
dan Praktik dalam Penetapan Wali ’Adhal: Komparasi Hukum Islam di
Indonesia dan Maroko” Studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi
konseptual terhadap pengembangan hukum keluarga Islam yang lebih responsif

terhadap tantangan zaman, nilai-nilai magqgasid, dan kebutuhan masyarakat modern.
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1.2 Fokus Penelitian

1.

Bagaimana praktik penetapan wali adhal di Indonesia berdasarkan studi
kasus Putusan Nomor 1044/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg ditinjau dari hukum
positif dan maqasid al-syari’ah?

Bagaimana sistem hukum perwalian dalam pernikahan di Maroko menurut
Mudawwanah al-usrah dan maqasid al-syari’ah?

Bagaimana perbandingan pendekatan hukum dan magasid al-syari’ah

terkait wali adhal antara Indonesia dan Maroko?

1.3 Tujuan Penelitian

1.

Untuk menganalisis praktik penetapan wali adhal di Indonesia berdasarkan
studi kasus Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor
1044/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg ditinjau dari perspektif hukum positif dan
magqasid al-syari’ah.

Untuk menganalisis sistem hukum perwalian dalam pernikahan di Maroko
khususnya pascareformasi Mudawwanah al-usrah dalam perspektif

magqasid al-syari’ah.

. Untuk menganalisis perbandingan pendekatan hukum dan magasid al-

syari’ah dalam penetapan wali adhal antara Indonesia dan Maroko guna
mengetahui kesamaan dan perbedaan pendekatan negara terhadap

perlindungan hak perempuan dalam pernikahan.
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1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi

REPOSITORY

pengembangan ilmu hukum Islam khususnya dalam bidang hukum keluarga

University of Islam Malang

dengan memberikan pemahaman komparatif mengenai praktik penetapan
wali adhal di dua negara Muslim yaiu Indonesia dan Maroko yang memiliki
sistem hukum berbeda. Kajian ini juga memperkaya perspektif maqasid al-
syari’ah dalam menilai kebijakan hukum perwalian dan relevansinya dalam
konteks perlindungan hak perempuan. Secara teoritis penelitian ini dapat
menjadi rujukan dalam pengembangan hukum Islam yang adaptif terhadap
konteks sosial modern dan responsif terhadap prinsip-prinsip keadilan,
kemaslahatan, serta perlindungan hak individu.
1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi para
pemangku kebijakan khususnya lembaga peradilan agama di Indonesia dalam
menangani kasus wali adhal dengan pendekatan yang lebih berorientasi pada
maqasid al-syari’ah. Penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan
dalam reformasi hukum keluarga khususnya terkait mekanisme perlindungan
hak perempuan dalam pernikahan. Selain itu penelitian ini bermanfaat bagi
akademisi, praktisi hukum, dan mahasiswa sebagai bahan kajian dan
perbandingan dalam studi hukum Islam kontemporer dan penerapannya

dalam sistem hukum nasional maupun lintas negara.
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1.5 Penegasan Istilah

1.5.1 Perbandingan

Perbandingan dalam penelitian ini adalah upaya sistematis untuk
mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dalam proses, dasar hukum, dan
pendekatan yuridis atas penetapan wali adhal antara dua negara yaitu Indonesia
dan Maroko. Perbandingan ini dilakukan melalui analisis dokumen hukum,
regulasi, serta putusan pengadilan.
1.5.2 Wali Adhal

Wali adhal adalah wali nasab yaitu ayah atau kerabat laki-laki yang
enggan atau menolak menikahkan perempuan yang menjadi tanggungannya
tanpa alasan yang dibenarkan menurut syariat Islam. Wali seperti ini dianggap
menghalangi hak perempuan untuk menikah dan dapat digantikan oleh wali

hakim melalui putusan pengadilan.

1.5.3 Penetapan Wali Adhal

Penetapan wali adhal adalah proses hukum yang dilakukan oleh
pengadilan untuk mengganti atau menetapkan wali nikah bagi perempuan yang
ditolak atau dihalangi oleh walinya tanpa alasan syar’i. Dalam konteks
penelitian ini penetapan dimaksud merujuk pada putusan pengadilan dalam
kasus Nomor 1044/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg di mana hakim memberikan

keputusan atas permohonan perempuan untuk mengganti walinya.

1.5.4 Perspektif Maqgasid Syariah
Perspektif magasid syariah adalah pendekatan analisis hukum yang

menilai kebijakan atau putusan berdasarkan tujuan utama syariat Islam yakni
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hifz din (menjaga agama), hifz nafs (menjaga jiwa), hifz agl (menjaga akal), hifz
nasl (menjaga keturunan), dan hifz mal (menjaga harta). Dalam penelitian ini
pendekatan magqasid digunakan untuk menilai sejauh mana penetapan wali
adhal di kedua negara memenuhi tujuan-tujuan syariah terutama dalam

menjaga hak perempuan atas pernikahan yang sah dan adil.

1.5.5 Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor
1044/Pdt.P/2021/PA.Kab.MIg
Putusan ini berisi penetapan kasus wali adhal pada PA Kabupaten Malang
yang akan dijadikan sebagai studi kasus untuk menggambarkan bagaimana
praktik penetapan wali adhal diterapkan di Indonesia secara yuridis serta akan
dianalisis dari segi pertimbangan hukum, dalil-dalil syar’i, serta keterkaitannya

dengan magqasid syariah.

1.5.6 Mudawwanah al-usrah

Mudawwanah al-usrah adalah kodifikasi hukum keluarga di Maroko
yang diberlakukan sejak reformasi 2004 berisi aturan mengenai pernikahan,
perceraian, perwalian, hak dan kewajiban suami istri, hingga pengasuhan anak.
Kodifikasi ini tidak hanya dimaknai sebagai kumpulan peraturan, tetapi juga
sebagai bentuk pembaruan hukum keluarga yang menggabungkan prinsip-
prinsip syariat Islam dengan nilai keadilan, perlindungan hak perempuan dan
anak, serta kesetaraan dalam rumah tangga sehingga menjadi rujukan penting

dalam kajian hukum keluarga perbandingan di dunia Islam.
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A. Di Indonesia sistem hukum perwalian dalam pernikahan tetap
mempertahankan peran wali nasab secara normatif namun memberikan
ruang intervensi pengadilan melalui penetapan wali hakim dalam kasus wali
adhal. Putusan Nomor 1044/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg menjadi contoh
konkret bagaimana pengadilan menerapkan magqasid al-syari’ah untuk
melindungi hak perempuan menikah terutama saat wali menolak tanpa
alasan syar’i dengan mengedepankan nilai keadilan dan kemaslahatan.

B. Di Maroko reformasi hukum keluarga melalui Mudawwanah al-usrah tahun
2004 telah merekonstruksi sistem perwalian dari yang bersifat otoritatif
menjadi opsional. Pasal 24-25 memberikan perempuan dewasa hak penuh
untuk menikah tanpa persetujuan wali mencerminkan penerapan magqasid
al-syari’ah secara kontekstual demi menjaga martabat, kebebasan, dan
keadilan gender.

C. Secara komparatif Indonesia dan Maroko sama-sama berusaha
mengharmoniskan hukum Islam dengan konteks sosial modern. Namun
pendekatan Indonesia cenderung mempertahankan struktur wali nasab
dengan intervensi hakim dalam kondisi tertentu sedangkan Maroko
melakukan transformasi dengan memberikan kebebasan penuh kepada

perempuan. Keduanya menunjukkan fleksibilitas hukum Islam melalui
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magqasid al-syari’ah demi (hifdl 'irdl) kehormatan diri dan keluarga dari

fitnah dan tuduhan serta (hifdl nasl) perlindungan terhadap keturunan.
6.2 Saran

Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik penetapan wali adhal di Indonesia

melalui Pengadilan Agama seperti yang terjadi dalam Putusan Nomor
1044/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg telah mencerminkan pendekatan magasid al-
syari’ah meskipun belum sepenuhnya dilembagakan dalam norma formal hukum
nasional. Di sisi lain Maroko dengan reformasi Mudawwanah al-usrah telah
berhasil mengintegrasikan prinsip-prinsip maqgasid ke dalam sistem hukum positif
secara terbuka. Perbandingan ini mengungkap adanya ruang bagi Indonesia untuk
melakukan penguatan pendekatan maqgasid secara struktural dalam sistem peradilan
agama. Berdasarkan temuan ini penulis menyarankan:

A. Kepada Pemerintah dan Pembuat Kebijakan khususnya Kementerian
Agama dan Mahkamah Agung agar melakukan peninjauan kembali
terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk mengintegrasikan prinsip-
prinsip maqasid al-syari’ah secara terbuka terutama dalam isu wali adhal
guna memperkuat perlindungan hukum bagi perempuan dalam
pernikahan.

B. Kepada Lembaga Peradilan Agama disarankan agar meningkatkan
kapasitas hakim dalam menggunakan pendekatan magqasid al-syari’ah
secara sadar dan konsisten dalam pertimbangan hukum serta memperkuat
keberanian hakim dalam melakukan ijtihad sosial yang responsif terhadap

keadilan bukan hanya keabsahan formal.
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C. Kepada Lembaga Pendidikan Tinggi dan Peneliti dianjurkan untuk
memperluas kajian hukum Islam dengan pendekatan magasid kontemporer

serta melakukan penelitian lanjutan mengenai efektivitas regulasi dan dampak

REPOSITORY

sosial dari putusan wali adhal baik dalam konteks lokal di Indonesia maupun
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